SALINAN

SEMARANG

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 88/UN7.F4/HK/V111/2024

TENTANG

PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN BADAN KERJA SAMA BAGIAN ILMU
KESEHATAN MASYARAKAT-ILMU KEDOKTERAN PENCEGAHAN-ILMU KEDOKTERAN
KOMUNITAS- FAKULTAS KEDOKTERAN SE-INDONESIA (BKS-IKM-IKP-IKK-FKI)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang
Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi
menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan
yang unggul dan kompetitif;

bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan
dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional
di bidang I[lmu Kesehatan Masyarakat, Bagian Ilmu Kesehatan
Masyarakat Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro perlu menjadi anggota Badan Kerja Sama
Bagian Ilmu  Kesehatan  Masyarakat-Ilmu  Kedokteran
Pencegahan-Ilmu Kedokteran Komunitas-Fakultas Kedokteran
Se-Indonesia (BKS-IKM-IKP-IKK-FKI);

bahwa sebagai anggota Badan Kerja Sama Bagian [lmu Kesehatan
Masyarakat-Ilmu Kedokteran Pencegahan-Ilmu Kedokteran
Komunitas-Fakultas Kedokteran Se-Indonesia (BKS-IKM-IKP-
IKK-FKI), Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Studi
Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
diwajibakan membayar iuran keanggotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran
Iuran Keanggotaan Badan Kerja Sama Bagian Ilmu Kesehatan
Masyarakat-Ilmu Kedokteran Pencegahan-Ilmu Kedokteran
Komunitas- Fakultas Kedokteran Se-Indonesia (BKS-IKM-IKP-
IKK-FKI) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun
2024;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);



Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961
tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014
tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015
tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015
tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5721);

Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor:
1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas
Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor
Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor
Universitas Diponegoro;

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas
Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas
Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran
2024;

Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/
UN7.A/KP/1/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa
Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN
BADAN KERJA SAMA BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT-
ILMU KEDOKTERAN PENCEGAHAN-ILMU KEDOKTERAN
KOMUNITAS- FAKULTAS KEDOKTERAN SE-INDONESIA (BKS-
IKM-IKP-IKK-FKI) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan pembayaran Iuran Keanggotaan Badan Kerja Sama
Bagian Imu Kesehatan Masyarakat-Ilmu Kedokteran
Pencegahan-Ilmu Kedokteran Komunitas- Fakultas Kedokteran
Se-Indonesia  (BKS-IKM-IKP-IKK-FKI) Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).

[uran keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
dibayarkan secara tunai kepada pengurus yang ditunjuk.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas
Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan
31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 26 Agustus 2024

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

ai dengan aslinya,
Usaha

gn. sti Sogdarman, M.Si
8| 111944032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;

2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;

3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.



